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Abstrak 
UMKM merupakan elemen penting dalam struktur ekonomi negara karena mampu 
memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis peran negara dalam mendukung UMKM berdasarkan pandangan 
Taqiyuddin an-Nabhani. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif-deskriptif 
dengan pendekatan kepustakaan. Data diperoleh dari karya-karya Taqiyuddin an-
Nabhani, literatur ekonomi Islam, dan kebijakan terkait UMKM. Analisis difokuskan pada 
konsep tanggung jawab negara dalam mengelola urusan ekonomi rakyat secara 
menyeluruh sesuai syariat Islam. Hasil menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban 
untuk menjamin keberlangsungan UMKM melalui pemerataan kepemilikan, kemudahan 
produksi, dan perlindungan dari dominasi sistem kapitalis. Negara tidak hanya 
memberikan dukungan pasif, tetapi bertindak langsung sebagai pelaksana sistem 
ekonomi Islam. Pemikiran ini menekankan pentingnya penerapan syariat Islam secara 
utuh dalam mengatasi masalah ekonomi. Temuan ini dapat menjadi rujukan alternatif 
bagi pengambil kebijakan dan akademisi dalam merancang sistem ekonomi berbasis 
Islam. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penerapan sistem ekonomi Islam 
secara menyeluruh dalam pengelolaan UMKM. 
 
Kata Kunci: UMKM, Peran Negara, Ekonomi Islam 
 

 
Abstract 

MSMEs are an important element in the country's economic structure because they are 
able to empower the community and improve welfare. This study aims to analyze the role 
of the state in supporting MSMEs based on the views of Taqiyuddin an-Nabhani. The 
method used is a qualitative-descriptive study with a literature approach. Data were 
obtained from the works of Taqiyuddin an-Nabhani, Islamic economic literature, and 
policies related to MSMEs. The analysis is focused on the concept of state responsibility 
in managing the people's economic affairs as a whole in accordance with Islamic law. The 
results show that the state has an obligation to ensure the sustainability of MSMEs 
through equal distribution of ownership, ease of production, and protection from the 
domination of the capitalist system. The state not only provides passive support, but acts 
directly as the implementer of the Islamic economic system. This thought emphasizes the 
importance of the full application of Islamic sharia in overcoming economic problems. 
These findings can be an alternative reference for policymakers and academics in 
designing an Islamic-based economic system. This study recommends the importance of 
implementing a comprehensive Islamic economic system in the management of MSMEs.  
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PENDAHULUAN 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selanjutnya disingkat dengan UMKM memiliki peran 

signifikan dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Di banyak negara, termasuk 

Indonesia, UMKM berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan 

peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut Halim (2020) salah satu alasan mendasar 

mengapa UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian adalah 

kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Di tengah persoalan tingginya angka 

pengangguran yang masih menjadi tantangan serius di berbagai negara, termasuk 

Indonesia, UMKM hadir sebagai penyedia lapangan kerja yang sangat dibutuhkan. Peran 

ini diakui oleh berbagai pihak baik pemerintah, sektor swasta, maupun individu pelaku 

usaha yang melihat UMKM sebagai solusi strategis dalam menekan tingkat 

pengangguran, memperkuat struktur ekonomi nasional, dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat (Syahputra, Harahap, Kaswinata, & Nawawi, 2023). Namun, di 

tengah tantangan globalisasi dan dominasi sistem kapitalis, UMKM sering kali 

menghadapi kendala struktural dalam pengembangan usahanya. UMKM tentu tidak 

terlepas dari berbagai permasalahan internal, seperti keterbatasan modal, minimnya 

keterampilan sumber daya manusia, serta kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan 

sistem keuangan (An, Hendrastuty, & Putra, 2023; Fataron, 2022; Khumairoh, 2018; 

Ruslaini, Abizar, Ramadhani, & Ahmad, 2021; Utomo, Susanti, & Sasono, 2022; Wahab, 

2016). Namun ternyata, tantangan yang dihadapi UMKM tidak berhenti di situ. Mereka 

juga berhadapan dengan persoalan eksternal, seperti lingkungan bisnis yang tidak stabil, 

keterbatasan infrastruktur, hingga akses yang sulit terhadap pasar dan pembiayaan.  

Dalam kondisi seperti ini, peran negara seharusnya menjadi garda terdepan, 

bukan hanya hadir sebagai pengatur, tetapi sebagai pelindung dan pendukung utama 

bagi UMKM. Negara perlu mempermudah, bukan mempersulit. Sebab, jika UMKM 

dibiarkan berjuang sendiri di tengah tekanan sistem kapitalis dan persaingan global, 

mereka akan terus tertinggal. Di sinilah negara berfungsi sebagai tameng yang menjaga 

agar UMKM bisa bertahan, berkembang, dan berdaya saing. Oleh karena itu, Ekonomi 

Islam menawarkan pendekatan alternatif yang berkeadilan dan berkelanjutan, terutama 

dalam hal distribusi kekayaan dan perlindungan pelaku usaha kecil. Dalam hal ini, negara 

berperan sebagai pihak yang aktif dalam menjamin keadilan ekonomi. Taqiyuddin an-

Nabhani, salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam, mengemukakan pandangan 
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komprehensif mengenai peran negara dalam mengatur dan mengelola urusan ekonomi 

rakyat, termasuk UMKM. Menurutnya, negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, 

tetapi harus hadir sebagai pelaksana langsung sistem ekonomi Islam. Negara 

bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan pokok rakyat, menciptakan lapangan 

kerja, mendistribusikan kekayaan secara adil, serta mengelola kepemilikan umum demi 

kemaslahatan bersama. Dengan sistem ini, UMKM tidak akan terpinggirkan oleh tekanan 

pasar bebas dan monopoli korporasi besar sebagaimana yang terjadi dalam sistem 

kapitalis. Sebaliknya, negara menjadi tameng yang melindungi usaha kecil dan menengah 

agar dapat bertahan, berkembang, dan bersaing secara sehat di pasar. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengeksplorasi peran negara dalam mendukung UMKM menurut 

pandangan Taqiyuddin an-Nabhani dan relevansinya terhadap kondisi saat ini. 

Artikel ini diharapkan mampu menjelaskan ekonomi Islam dari aspek peran 

negara dalam mendukung UMKM di Indonesia. Kontribusi yang menjadi sumbangsih 

artikel ini adalah tambahan wacana mengenai kebangkitan ekonomi masyarakat 

meskipun baru di level mikro dalam kegiatan UMKM yang berbasis ekonomi Islam. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi 

pustaka. Sumber data utama berasal dari karya-karya Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani 

seperti Nizhamul Iqtishadi fil Islam, serta literatur ekonomi Islam dan kebijakan terkait 

UMKM. Data dianalisis secara tematik dengan menyoroti prinsip-prinsip peran negara 

dalam sistem ekonomi Islam serta aplikasinya dalam mendukung UMKM. Analisis 

dilakukan secara sistematis dengan membandingkan konsep-konsep dalam pemikiran 

Taqiyuddin an-Nabhani dengan kondisi aktual dan kebijakan yang berlaku terkait UMKM. 

 

HASIL DAN DISKUSI PEMBAHASAN 

Penelitian ini menemukan bahwa dalam kerangka ekonomi Islam menurut Taqiyuddin 

an-Nabhani, negara bukan hanya berfungsi sebagai regulator yang mengatur jalannya 

perekonomian, tetapi juga sebagai pelaksana utama yang secara aktif menjamin 

ketercukupan dan keadilan dalam distribusi kekayaan serta menjamin keberlangsungan 

ekonomi rakyat, termasuk UMKM. Pemikiran ini berbeda dengan paradigma kapitalisme 

yang menyerahkan hampir seluruh mekanisme pasar kepada kekuatan permintaan dan 

penawaran, serta membatasi campur tangan negara hanya pada kondisi tertentu. 
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Dalam sistem ekonomi Islam, negara wajib menjamin ketersediaan dan 

pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

hidup mereka. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan kepemilikan umum seperti 

sumber daya alam dan infrastruktur yang harus dikelola oleh negara dan digunakan 

sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Negara juga berkewajiban menyediakan 

fasilitas produksi, mendistribusikan kekayaan secara adil, dan menciptakan iklim usaha 

yang bersih dari riba, monopoli, dan eksploitasi. Dalam konteks UMKM, ini berarti negara 

harus menciptakan kebijakan yang melindungi dan memberdayakan pelaku usaha kecil 

dan menengah. Menurut Herman (2013) ketika menjelaskan pemikiran Taqiyuddin an-

Nabhani, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan pokok individu, 

termasuk dengan menciptakan lapangan kerja yang layak. Ini relevan dengan kondisi 

UMKM yang berperan besar dalam menyerap tenaga kerja. Dengan dukungan negara, 

UMKM dapat berperan sebagai solusi strategis dalam mengurangi pengangguran dan 

memperkuat struktur ekonomi nasional. Negara dalam sistem Islam juga bertanggung 

jawab menjaga agar pelaku UMKM tidak terpinggirkan oleh pelaku usaha besar yang 

cenderung menguasai pasar. Hal ini dilakukan melalui regulasi yang mencegah monopoli, 

memfasilitasi akses permodalan nonribawi, serta memberikan pelatihan dan 

infrastruktur pendukung (Thomas, 2005; Utomo, 2015). 

Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi UMKM 

bukan hanya bersifat internal seperti keterbatasan modal, rendahnya kapasitas SDM, dan 

lemahnya tata kelola, tetapi juga eksternal seperti keterbatasan infrastruktur, sulitnya 

akses ke pasar, dan tekanan dari persaingan global. Di sinilah urgensi peran negara 

sebagai pelindung UMKM semakin nyata. Ketika negara hanya berperan pasif, UMKM 

akan terus tertinggal dan tidak mampu bersaing dalam ekonomi terbuka. Namun, ketika 

negara hadir secara aktif dengan semangat syariah, maka UMKM dapat tumbuh menjadi 

kekuatan ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Dalam sistem kapitalis, 

UMKM sering kali tidak mendapat perlindungan yang memadai karena dianggap sebagai 

bagian dari pasar bebas yang harus bersaing secara natural. Akibatnya, UMKM rentan 

terpinggirkan oleh korporasi besar yang memiliki akses luas terhadap modal, teknologi, 

dan jaringan pasar. Dalam pandangan ekonomi Islam, dominasi semacam ini tidak boleh 

dibiarkan karena akan menciptakan ketimpangan struktural dalam perekonomian. 
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Negara bertanggung jawab penuh dalam menciptakan keadilan ekonomi yang menjamin 

keberlangsungan semua lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM. 

Kajian Zakiyah (2017) dalam Jurnal Al-Falah turut memperkuat temuan ini. 

Mereka menekankan bahwa negara dalam sistem ekonomi Islam harus aktif dalam 

mendistribusikan kekayaan melalui dua mekanisme utama. Pertama, mekanisme 

ekonomi produktif, yaitu pengelolaan dan distribusi aset umum seperti fasilitas produksi 

dan infrastruktur untuk sektor UMKM. Kedua, mekanisme non-ekonomi seperti zakat, 

sedekah, dan wakaf sebagai modal sosial yang dapat digunakan untuk mendukung usaha 

kecil yang belum memiliki akses ke pembiayaan konvensional. Kedua mekanisme ini 

memperkuat daya saing UMKM sekaligus menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. 

Selain itu, dalam sistem ekonomi Islam, negara didorong untuk memastikan bahwa 

pembiayaan kepada UMKM tidak dilakukan dengan skema yang membebani, seperti 

bunga (riba) dalam sistem perbankan konvensional. Oleh karena itu, lembaga keuangan 

syariah memainkan peran penting dalam mendukung pendanaan usaha kecil melalui 

akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, atau murabahah. Ini menjadi salah 

satu instrumen praktis yang bisa digunakan untuk mengembangkan UMKM tanpa 

menjerat mereka dalam utang berbunga tinggi (Anafarhanah, 2015; DSN-MUI, 2000a, 

2000b; Latifa & Afifudin, 2017; Roziq, 2010). 

Pemikiran ini sangat kontekstual dengan kondisi Indonesia saat ini. UMKM 

merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia dan tulang punggung 

perekonomian nasional. Namun demikian, UMKM juga menjadi sektor yang paling rentan 

saat terjadi krisis ekonomi, seperti yang terlihat saat pandemi COVID-19. Di masa-masa 

krisis seperti itu, peran negara menjadi sangat menentukan: apakah negara hadir untuk 

menyelematkan sektor ini atau justru membiarkan mekanisme pasar yang kejam bekerja. 

Dalam konteks kebijakan, negara perlu mendorong program pelatihan dan 

pendampingan usaha, reformasi regulasi yang memudahkan izin usaha, serta 

membangun kemitraan antara UMKM dan usaha besar dalam kerangka ekonomi 

berkeadilan. Prinsip ini bisa diadopsi dari pandangan Taqiyuddin an-Nabhani yang 

menegaskan pentingnya negara dalam menjamin pemerataan ekonomi dan keadilan 

sosial melalui kebijakan yang terintegrasi dan berpihak (Aditya & Utomo, 2024; Amanda 

& Utomo, 2025; An-Nabhani, 2000; Fitria, 2016; Ghulam, 2015; Ihwanudin et al., 2024; 

Jamil & Maulana, 2025; Kusnandar, Juliana, Rasida, Utomo, & Mac-doqu, 2025; Sirajuddin 

& Tamsir, 2019; Utomo, 2021, 2017). 
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Pendekatan yang dikemukakan oleh Zakiyah (2017) selaras dengan gagasan 

Taqiyuddin an-Nabhani, yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam seluruh 

aspek ekonomi rakyat, termasuk dalam menjamin akses pelaku UMKM terhadap sumber 

daya dan pasar. Negara bertindak bukan sekadar sebagai penengah, tetapi sebagai aktor 

utama dalam menjamin pemerataan dan keadilan ekonomi. Pemikiran ini juga selaras 

dengan konsep maqashid syariah, yakni menjaga harta (hifzhul maal), menjaga jiwa 

(hifzhun nafs), dan menjaga kemaslahatan umum. Dukungan negara terhadap UMKM 

sejatinya adalah bagian dari realisasi tujuan-tujuan tersebut dalam sektor ekonomi. Oleh 

karena itu, pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir 

yang strategis dalam merancang kebijakan ekonomi yang tidak hanya adil dan merata, 

tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menyeluruh. Dengan demikian, hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa peran negara dalam ekonomi Islam sangat krusial dan 

aplikatif untuk mendukung keberlangsungan UMKM. Sistem ini memberikan kerangka 

solusi yang tidak hanya normatif, tetapi juga realistis untuk membangun perekonomian 

yang adil, inklusif, dan tahan terhadap krisis akibat dominasi sistem kapitalis global. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menegaskan bahwa peran negara dalam ekonomi Islam bersifat strategis 

dan fundamental, terutama dalam mendukung keberlangsungan UMKM. Pandangan 

Taqiyuddin an-Nabhani memberikan kerangka kerja yang komprehensif mengenai 

tanggung jawab negara terhadap ekonomi rakyat, dengan menekankan pentingnya 

penerapan syariat Islam secara menyeluruh. Implikasi dari penelitian ini adalah 

pentingnya para pengambil kebijakan dan akademisi untuk mempertimbangkan sistem 

ekonomi Islam sebagai solusi struktural terhadap persoalan ekonomi, termasuk dalam 

pengelolaan UMKM. Penerapan sistem ekonomi Islam bukan hanya sebagai alternatif, 

tetapi sebagai kebutuhan dalam menciptakan keadilan ekonomi yang berkelanjutan dan 

menyeluruh dan bisa menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi yang menimpa 

Indonesia secara khusus dan secara umum di dunia menggantikan kapitalisme. 
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